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5.1. Kesimpulan

5.1.1. Kebijakan Cukai Plastik di Negara ASEAN

Terdapat beberapa negara di ASEAN yang telah mengimplementasikan

kebijakan cukai plastik. Beberapa negara tersebut yaitu:

1.

Filipina

Filipina menerapkan kebijakan cukai plastik yang dituangkan dalam
House Bill 4102 yang mengubah Pasal 150-C dan Pasal 288 Undang-
Undang Kode Pendapatan Internal Nasional Tahun 1997. Departemen
Keuangan Filipina menyetujui kebijakan ini dengan maksud untuk
mengatasi perubahan iklim dan mengurangi volume penggunaan
plastik yang berlebihan di masyarakat. Cukai plastik di Filipina
dihitung berdasarkan bobot kilogram dengan tarif PHP 100 per
kilogramnya dan akan terus meningkat 4% setiap tahun mulai dari
tahun 2026. Objek dari cukai plastik ini ialah plastik level sekunder
seperti kantong ‘ice’, ‘labo’, atau ‘sando’. Hasil dari implementasi
kebijakan ini ialah terjadi penurunan penggunaan kantung plastik
sebesar 25 sampai 26%.

Dalam proses pembuatan kebijakan, Departemen keuangan Filipina
juga harus mendengar saran dari berbagai pemangku kepentingan
sepertt APRF untuk mendapat hasil yang lebih baik. Presiden Filipina
juga ikut serta dan terlibat secara tidak langsung dalam penyusunan
kebijakan ini. Kolaborasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal
dapat menghasilkan suatu kebijakan sebagaimana mestinya dan
menghindari risiko-risiko potensial seperti miskomunikasi antara

berbagai pihak terlibat.
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2. Vietnam
Vietnam menerapkan kebijakan cukai plastik yang tertuang dalam
Undang-Undang Pajak Perlindungan Lingkungan, khususnya dalam
Decree No.67/2011/ND-CP. Kebijakan ini menetapkan objek cukai
plastik ialah kantong plastik tipis jenis HDPE, LDPE, atau LLDPE
dengan tarif pajak sebesar VND 50.000 per kilogram. Deklarasi pajak,
perhitungna pajak, dan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan
ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pajak Perlindungan Lingkungan.
Hasil dari kebijakan ini ialah dukungan dari ritel untuk beralih ke
praktik ramah lingkungan dan kesadaran konsumen yang meningkat
untuk menggunakan plastik ramah lingkungan atau plastik permanent.
Dalam kebijakannya, Pemerintah Vietnam juga menetapkan akan

melarang produksi plastik sekali pakai pada tahun 2026.

3. Malaysia

Kebijakan tarif pajak atas kantong plastik sekali pakai di Malaysia
tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, melainkan diatur
secara implisit sebagai upaya nyata dari Malaysia s Roadmap Towards
Zero Single-Use Plastics 2018 sampai 2030. Pada awal
implementasinya, kebijakan ini hanya diterapkan diwilayah pusat
perekonomian dan populasi seperti Penang, Selangor, Johor, dan
Negeri Sembilan. Perluasan dilakukan ketika kebijakan ini sudah
berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Tarif pajak atas kantong plastik sekali pakai ditetapkan sebesar MYR
0,20 per kentong plastik. Pungutan pajak ini dilakukan oleh pihak ritel
atau pelaku usaha dan pendapatannya dialokasikan untuk amal atau
kegiatan konservasi lingkungan. Implementasi kebijakan secara
bertahap ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali

pakai dan mendorong kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat.
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5.1.2. Kebijakan Cukai Plastik di Indonesia

Dalam proses pengajuan kebijakan cukai plastik di Indonesia dapat dimulai
oleh DJBC yang mengajukan usulan ekstensifikasi barang kena cukai terhadap
produk plastik sekali pakai kepada DPR. Setelah mendapatkan persetujuan dari
DPR, DJBC dapat bekerja sama dengan KLHK dan Kementerian Perindustrian
untuk membuat dan menerbitkan kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan
Pemerintah. DJBC juga dapat meminta pendapat dari berbagai pemangku
kepentingan seperti INAPLAS, GAPMMI, dan YLKI serta melajukan survei
willingness to pay sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan tarif cukai.

KLHK bertugas menentukan objek-objek cukai plastik dan besaran tarif
yang sesuai berdasarkan nilai eksternalitas negatif yang ditimbulkan. Hasil
penentuan ini kemudian diserahkan ke Kementerian Perindustrian untuk
dipertimbangkan dampaknya terhadap industri. Setelah melalui beberapa proses
kajian oleh Kementerian Perindustrian, hasilnya diserahkan ke DJBC untuk
menetapkan area objek dari cukai plastik.

Kebijakan non-fiskal dari cukai plastik sekali pakai mencakup edukasi dan
sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif plastik sekali pakai.
KLHK ditunjuk untuk menjalankan kampanye dan edukasi terkait bahayanya
penggunaan plastik berlebih bagi lingkungan dan kesehatan, serta
mempromosikan gaya hidup 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Edukasi ini perlu
dilakukan secara rutin sebelum implementasi bertahap kebijakan cukai plastik
dilakukan. Proses edukasi dan sosialisasi oleh KLHK diusulkan untuk dimulai
pada tahun 2025, sebagai salah satu langkah menuju target Net Zero Emission
pada tahun 2060. Sosialisasi ini diharapkan dapat mengurangi shock di
masyarakat terhadap kebijakan cukai plastik sekali pakai yang akan diterapkan
nantinya.

Pemerintah Daerah juga berperan dalam mengelola dan mendistribusikan
dana yang diterima dari cukai plastik. Dalam penggunaan dananya dapat diajukan
ke KLHK untuk ditinjau dan hasil tinjauan diserahkan ke Kementerian Keuangan
untuk diserahkan dananya. Dalam outputnya pembelanjaan untuk lingkungan

harus tertuang dalam APBN, APBD, dan APBDes.
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Dalam proses implementasinya, kebijakan cukai plastik dilakukan secara
bertahap untuk memastikan kesiapan masyarakat dan industri. Sosialisasi
kebijakan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dilakukann sekurang-
kurangnya satu bulan sebelum kebijakan diterapkan secara penuh. Wilayah yang
dipilih juga diawali dari wilayah yang menjadi pusaat perekonomian dan populasi
seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Perluasan akan dilakukan dengan meninjau
keefektivan dari kebijakan yang telah diterapkan di wilayah terkait.

Objek cukai plastik dapat diklasifikasikan berdasarkan umur dengan batas
>50 tahun dan <50 tahun. Untuk plastik yang dikenakan tarif penuh ialah plastik
jenis PET, LDPE, HDPE, dan PP, sedangkan untuk plastik yang mendapat insentif
ialah plastik jenis EPS, PVC, dan PS serta plastik dengan kandungan 30% daur
ulang. Untuk non-objek dan pembebasan cukai plastik akan mengikuti ketentuan
yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan
penambahan aspek non-objek yaitu plastik dengan ketebalan dibawah 70 mikrons
atau plastik biodegradable yang sudah bersertifikasi dari KLHK. Dasar dari
pembebasan cukai ini sendiri diberikan untuk produk plastik yang digunakan
untuk keperluan tertentu seperti untuk sosial atau kepentingan penelitian.

Pemungut cukai plastik sekali pakai ialah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai. Penyetor cukai plastik sekali pakai ialah produsen atau importir plastik
sekali pakai. Meskipun cukai dibayarkan oleh produsen atau importir plastik
sekali pakai, pada akhirnya beban cukai ini akan dibebankan kepada konsumen
akhir dalam bentuk harga yang lebih tinggi.

Tarif cukai plastik sekali pakai yang direkomendasikan adalah RP 37.500
per kilogram plastik sekali pakai atau Rp 250 per kantung lastik sekali pakai. Tarif
ini didasarkan pada hasil uji coba yang pernah dilakukan dan berbagai
pertimbangan lainnya. Kemudian, insentif cukai plastik juga harus diberikan
sebesar pengembalian 30% dari total pembayraan cukai dan ditujukan bagi
industri yang berkomitmen untuk beralih ke produk plastik yang ramah
lingkungan. Dasarnya ialah kandungan dalam plastik sekali pakai tersebut
haruslah ramah lingkungan ataupun setidaknya berisi 30% produk plastik daur

ulang.
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5.2. Keterbatasan dan Saran

5.2.1. Keterbatasan

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada.

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1.

Keterbatasan sumber data yang dimiliki. Dalam pengambilan data
statistik, sangat sulit untuk menggambarkan keadaan manufaktur
Indonesia saat ini, karena adanya keterbatasan sumber data konkrit serta
mahalnya untuk mendapatkan data tersebut. Selain itu, dokumen-
dokumen seperti timeline penyusunan sulit dicari dan hasil dari
implementasi kebijakan tersebut juga sulit dicari. Tidak seperti negara-
negara di luar ASEAN yang telah memiliki banyak sumber data,
meskipun kebijakannya kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia.
Penelitian ini hanya berfokus pada area plastik sekali pakai.
Dikarenakan rencana Pemerintah pada awalnya ialah cukai terhadap
produk plastik, maka ini mencakup keseluruhan jenis produk plastik
tersebut. Namun, dikarenakan area analisisnya terlalu luas dan adanya
keterbatasan waktu penelitian, maka peneliti hanya mengambil fokus
area di jenis plastik sekali pakai yang memiliki kontribusi cukup besar
dalam timbunan sampah plastik.

Penelitian ini tidak menggunakan data-data primer seperti wawancara
terhadap pihak pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat hasil
analisis dan rekomendasi. Maka, dasar dari setiap rekomendasi
penelitian ini ialah kebijakan cukai plastik di ASEAN yang kemudian

disesuaikan terhadap kondisi sosio-ekonomi di Indonesia.
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5.2.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis

berharap untuk penelitian di masa mendatang dapat menghasilkan penelitian yang

lebih berkualitas dengan beberapa masukan sebagai berikut:

1.

Area dalam penelitian selanjutnya dapat diperluas sesuai rencana dari
DJBC apabila kebijakan ini belum di implementasikan.

Penelitian selanjutnya bisa menambahkan sumber data penelitian primer
yaitu wawancara dengan pihak pemangku kepentingan terkait untuk

memperoleh hasil yang lebih baik dan berkualitas.

. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan metode

penelitian kuantitatif dan mengubah metodenya menjadi mixed methods
agar menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas. Penelitian
kuantitatif yang dimaksud hanya sebagai pendukung yaitu survei
willingness to pay terhadap masyarakat atau konsumen terdampak.
Diharapkan dengan adanya survei ini, hasil dari rekomendasi tarif oleh

peneliti selanjutnya dapat lebih objektif.

5.3. Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini memberikan saran kebijakan cukai plastik sekali pakai

yang dapat dipertimbangkan dan digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

sebagai bahan evaluasi dalam penerapan dan pembuatan kebijakan cukai plastik

sekali pakai. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penerapan cukai plastik perlu

diiringi dengan:

1. Menentukan objek barang kena cukai plastik sekali pakai yang tepat

berdasarkan klasifikasi dari jenis plastik tersebut. DJBC juga perlu

mempertimbangkan non-objek dan pembebasan seperti pengecualian bagi

plastik biodegradable.

2. Menetapkan tarif yang adil dengan mempertimbangkan hasil kajian tarif

dari departemen KLHK, departemen Perindustrian, Pemangku Kepentingan
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Eksternal, serta hasil Surveri Wilingness to Pay. Penelitian ini juga
memberikan saran tarif sebesar Rp 37.500 per kilogram atau Rp 250 per
kantung plastik.

. Pemberian insentif bagi industri plastik agar produsen plastik dapat bertahan
hidup dan termotivasi untuk beralih ke produksi plastik ramah lingkungan.
Terdapat insentif yang disarankan yaitu sebesar 30% bagi plastik ramah
lingkungan ataupun plastik yang memiliki waktu urai singkat.

. Kolaborasi antar departemen pemerintahan dan pemangku kepentingan
menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Komunikasi yang lancar
dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas, sehingga tujuan kebijakan
tersebut dapat tercapai.

. Pertimbangan waktu implementasi dari cukai plastik dengan menerapkan
skema yang telah disarankan yaitu menerapkan kebijakan non-fiskal
terlebih dahulu seperti edukasi dan sosialisasi untuk membiasakan
masyarkat, kemudian skema kebijakan cukai plastik dapat diterapkan secara
perlahan untuk mempersiapkan masyarakat. Penerapan cukai plastik dapat
dimulai dari provinsi prioritas agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi
Pemerintah terkhususnya DJBC terkait keefektivan dari kebijakan cukai
plastik ini.
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